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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbankan merupakan sebuah lembaga yang sangat 

berperan penting dalam pembangunan dan membantu menjaga 

kestabilan ekonomi dengan cara menghimpun lalu kemudian 

menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat yang efektif 

serta efisien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang 

Perbankan) Pasal 1 angka 2 yang menentukan bahwa bank 

merupakan sebuah badan usaha yang mengumpulkan dana dari 

masyarakat yang berupa tabungan, lalu kemudian dana tersebut 

disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pinjaman atau 

kredit dalam bentuk penyaluran dana lainnya, sebagai wujud 

peran bank tersebut di dalam menaikkan taraf hidup masyarakat. 

Kredit merupakan salah satu usaha yang dijalankan oleh bank. 

Untuk memberikan jaminan kepastian tentang pengembalian 

kredit dari nasabah debitur, bank senantiasa selalu meminta 

jaminan atau agunan yang bersifat khusus.1 

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

merupakan pejabat negara yang diberikan sebagian 

                                                             
1 Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari, Kedudukan Hukum Covernote Notaris 

Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam Perjanjian Kredit. Acta Comitas Jurnal 

Hukum Kenotariatan. Vol. 3 No. 3, Desember 2018, hlm. 447 
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kewenangan oleh negara dalam pelayanan jasa kepada 

masyarakat pada bidang hukum keperdataan, khususnya dalam 

hal kepengurusan sertifikat tanah, melakukan perjanjian, dan 

hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan akta notaris yang 

merupakan akta autentik.2 Pengaturan mengenai jabatan Notaris 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat Undang-Undang Jabatan 

Notaris). Sedangkan pengaturan mengenai PPAT diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. 

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya 

berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang 

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta 

autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya 

dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya 

sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak 

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang 

lain.3 Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat 

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna 

                                                             
2 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 2001, 

hlm. 2. 
3 Ibid, hlm 31. 
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jasa Notaris.4 Sedangkan wewenang PPAT hanya membuat akta 

autentik terhadap perbuatan hukum mengenai hak atas tanah 

atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di wilayah 

kerjanya. 

Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya juga 

bertumbuh dan berkembang. Untuk memenuhi kebutuhannya 

tersebut tidak jarang kita sebagai pribadi melakukan pinjaman 

kredit kepada Bank. Bank sendiri juga berperan sebagai badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini didukung pula 

dengan adanya fasilitas dari bank yang memberikan kemudahan 

dalam pemberian kredit pinjaman hutang dengan cara 

pembayaran mengangsur atau dengan memberikan fasilitas 

kredit multi guna. Oleh karena itu bank harus memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya, hal ini dilakukan 

agar bank dapat bersaing dan mendapatkan target yang 

diinginkan. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh bank 

adalah pelayanan yang cepat, aman, dan akurat terhadap 

pemberian fasilitas kredit kepada nasabahnya sehingga nasabah 

                                                             
4 H. Salim HS dan H. Abdullah, Perancangan Kontrak dan MOU, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2007, hlm. 101-102 
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yang membutuhkan dapat mendapat kredit tepat waktu sesuai 

dengan kebutuhannya. 

Bank merupakan salah satu lembaga yang membutuhkan 

jasa Notaris, diantaranya dalam hal pemberian fasilitas kredit 

kepada masyarakat. Kredit menurut Undang- Undang Nomor 10 

tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU 

Perbankan) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam 

memberikan kredit, Bank memiliki pedoman tertentu yang diatur 

dan ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) bersama-sama Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK), yang harus dipatuhi oleh setiap Bank. 

Sebagai mitra Bank dalam membuat akta autentik, 

Notaris/PPAT berwenang membuat akta yang menunjukkan 

bahwa terjadi perbuatan hukum oleh pihak di hadapan 

Notaris/PPAT. Berkaitan dengan kewenangannya dalam 

membuat akta, tujuan dibuatnya akta tersebut adalah untuk 

mengikat secara hukum para pihak yang akan melakukan 

perbuatan hukum.  

Dalam perkreditan misalnya, akta perjanjian kredit yang 

dibuat oleh Notaris/PPAT merupakan instrumen yang mengikat 
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kreditur dan debitur. Setelah perjanjian kredit ditandatangani 

oleh masing-masing pihak, maka biasanya pihak kreditur atau 

bank akan meminta kepada Notaris/PPAT untuk membuat surat 

keterangan (covernote) apabila notaris/PPAT belum tuntas 

menerbitkan akta autentik namun kredit ingin segera dicairkan 

oleh bank. 

Surat keterangan (covernote) merupakan surat berisi 

keterangan yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT pada saat telah 

terjadinya perjanjian kredit dengan tujuan untuk menjadikan 

perjanjian yang mengikat agunan dari sebuah perjanjian kredit 

yang dikeluarkan bank.5 Covernote sering diistilahkan sebagai 

catatan penutup yang dibuat oleh Notaris/PPAT. Surat 

keterangan tersebut dikeluarkan oleh Notaris/PPAT karena 

notaris belum tuntas menyelesaian pekerjaannya dalam 

kaitannya dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan 

akta autentik.6  

Kendala yang sering terjadi yaitu biasanya Notaris 

menyatakan sanggup membantu bank sebagai kreditr dan calon 

nasabah sebagai debitur untuk proses pendaftaran hak atas 

tanah sampai keluarnya Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 

                                                             
5Bayu Ilham Cahyono. Analisis Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Kredit 

Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Murabahah Untuk Mendukung Pengendalian Intern 

(Studi Pada PT. BTN Syariah Cabang Jombang). Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 25. No. 

1, Agustus 2015. 
6Muhaymiyah Tan Kamelo, Pemberian Kredit dengan Jaminan Tanah Surat 

Keterangan (SK) Camat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Medan 

Sisingamangaraja, USU Law Journal, Vol. 5 No. 1, Januari 2017, hlm. 59. 



6 
 

 
 

pengikatan jaminan dengan hak tanggungan sampai terbitnya 

sertifikat hak tanggungan. Sebagai bukti kesanggupan tersebut 

biasanya notaris mengeluarkan covernote sebagai syarat efektif 

pencairan kredit dalam perjanjian kredit.7 

Notaris mengeluarkan covernote sebagai payung hukum 

sementara sebelum segala proses di kantor PPAT selesai hingga 

diserahkannya sertifikat kepada kreditur. Covernote yang 

dikeluarkan oleh Notaris/PPAT terjadi dalam hukum jaminan hak 

atas tanah. Perbankan lebih mengutamakan kredit dengan 

jaminan tanah yang kemudian diiikat dengan hak tanggungan, 

mengingat harga tanah yang terus naik. Oleh karena itu jaminan 

yang berupa hak tanggungan memerlukan surat keterangan 

sebagai payung hukum sementara bagi kreditur. Hal tersebut 

dikarenakan hak tanggungan masih harus dilakukan proses roya, 

balik nama, masih berupa hak milik adat, atau masih proses 

pendaftaran tanah di Badan Pertanahan setempat dan 

memerlukan waktu yang tidak sebentar. 

Permasalahan yang sering terjadi dalam penggunaan 

covernote dalam perjanjian kredit ini kredit sudah dicairkan 

kepada debitur dan kredit tersebut macet atau kreditur 

wanprestasi sementara proses terbitnya SHM dan pengikatan 

Hak Tanggungan belum selesai. Kondisi seperti ini tentunya 

                                                             
7 Rachmayani  & Suwandono, Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam 

Perspektif Hukum Jaminan. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol. 1, No. 1, 

Desember 2017, hlm. 75 
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menyebabkan pihak bank tidak dapat mengeksekusi jaminan 

kredit tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian pihak bank. 

Dalam kesehariannya, Bank menganggap covernote 

Notaris/PPAT yang diterima Bank memiliki fungsi sebagai alat 

bukti hukum yang kuat, dan juga berisi pernyataan Notaris/PPAT 

bahwa dokumen legal yang diminta oleh Bank telah 

ditandangani oleh debitur serta pemberian janji-janji 

Notaris/PPAT untuk menyelesaikan dokumen legal/akta sesuai 

jangka waktu yang telah disepakati. Covernote juga dianggap 

menjadi dasar dan bukti bahwa telah dilaksanakan 

penandatanganan akta/perjanjian yang mana perbuatan hukum 

ini terkait erat dengan proses pemasangan hak tanggungan dan 

pencairan kredit oleh bank.8 Namun sebelum membuat 

covernote, Notaris/PPAT harus memastikan bahwa jaminan hak 

atas tanah tersebut tidak sedang dibebani dengan Hak 

Tanggungan. Notaris/PPAT terlebih dahulu melakukan 

pengecekan sertifikat ke Kantor Badan Pertahanan Nasional atau 

BPN untuk mengetahui status tanah tersebut apakah sertifikat 

tersebut dalam keadaan bersih (tidak sedang dibebani Hak 

Tanggungan), tidak dalam sengketa, dan tidak diblokir . 

Berdasarkan tugas dan kewenangan Notaris dalam UUJN 

tidak terdapat pasal yang menegaskan bahwa notaris dapat 

membuat covernote yang bertujuan untuk menjelaskan bahwa 

                                                             
8 Ibid. 



8 
 

 
 

akta yang nantinya akan dibuat sedang dalam proses. Misalnya 

ketika diperlukan keterangan bahwa sebuah sertipikat yang 

menjadi prasyarat dari perjanjian kredit mengenai akan 

dicairkannya kredit oleh bank, maka kemudian bank baru bisa 

melaksanakan pencairan tersebut. Begitu juga terkait dengan 

tugas dan kewenangan dari PPAT sebagaimana diatur didalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak ada satu pasalpun 

yang mengatur tentang kewenangan dari PPAT untuk membuat 

covernote atas proses pembebanan jaminan dalam perjanjian 

kredit bank. Perbuatan Notaris/PPAT dalam menerbitkan 

covernote hanya merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh 

notaris dalam praktik kenotariatan. Covernote dapat digolongkan 

mempunyai sumber hukum formil, yaitu berdasarkan kebiasaan 

dimana kebiasaan tersebut dilakukan secara tetap dan berulang-

ulang dalam waktu tertentu. 

Walaupun penggunaan covernote sudah telah berlangsung 

berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama serta memegang 

peran penting dalam pencairan kredit bank, namun disayangkan 

covernote ini tidak diatur secara jelas dan konkret dalam hukum 

positif di Indonesia, baik itu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
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1998 tentang Jabatan Pembuat Akta Tanah, Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maupun di 

KUHPerdata.  

Padahal dalam praktek perbankan digunakan sebagai 

dasar pencairan serta bukti pengikatan dan sudah berupa norma 

yang berlaku umum bagi pihak perbankan dan menjadi salah 

satu bentuk hukum kebiasaan (customary law) dimana dengan 

covernote Notaris/PPAT ini sudah bisa dipercaya dan dijadikan 

sebagai suatu pegangan/jaminan sementara dalam pencairan 

pembiayaan bagi calon nasabah yang telah dinyatakan layak 

untuk memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan. 9 

Peran covernote menjadi penting meski tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat. Covernote hanya berlaku sebagai 

bukti pendukung di awal proses verifikasi pencairan akad dan 

bukan menjadi alat bukti pencairan akad. Covernote hanya 

berfungsi sebagai media penerangan yang menyatakan 

kebenaran transaksi yang sedang berjalan dan proses perbuatan 

hukum yang sedang dikerjakan oleh Notaris/PPAT, dan ketika 

semua proses transaksi serta perbuatan hukum tersebut selesai, 

akan diserahkan oleh Notaris/PPAT kepada para pihak yang 

berkepentingan. 

                                                             
9Rina Shahriyani Shahrullah dan Welly Abusono Djufri, Tinjauan Yuridis 

Covernote Notaris/PPAT terkait Pemasangan Hak Tanggungan Agunan Bank, Journal of 

Law And Policy Transformation, Vol. 2, No. 2, Desember 2017. 
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Masing-masing Notaris/PPAT dapat mengeluarkan 

covernote dengan isi dan bentuk yang berbeda-beda antara satu 

dengan yang lain. Meskipun belum ada aturan pasti yang 

mengatur mengenai covernote, namun pada kenyataannya 

covernote sudah diterima oleh banyak pihak dan dijadikan dasar 

untuk melakukan perbuatan hukum. Tindakan Notaris/PPAT 

dalam mengeluarkan covernote itu diluar wewenang yang telah 

ditentukan karena covernote tidak mengikat secara hukum, 

melainkan hanya mengikat Notaris/PPAT pribadi sehingga apa 

yang terdapat dalam covernote tersebut merupakan tanggung 

jawab pribadi Notaris/PPAT. 

Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum 

dan dapat menciptakan kerawanan dalam hal memberikan 

perlindungan dan penegakkan hukum kepada para pihak yang 

berkepentingan. Pada prakteknya dalam perbankan bahwa bank 

akan menyetujui pencairan pembiayaan hanya dengan dasar 

covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT. 

Kedudukan hukum covernote dalam hal ini dipertanyakan 

karena dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan 

perbuatan hukum yang mana sebelum akta autentik diterbitkan. 

Pada perkreditan misalnya, jika nasabah ingin mengajukan 

kredit di bank persyaratan yang diberikan pihak bank adalah 

adanya hak agunan yang dijaminkan. Nasabah dapat membuat 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) di 
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Notaris/PPAT jika debitur/nasabah menginginkan kredit 

secepatnya maka Notaris/PPAT membuat surat keterangan 

(covernote) yang berisikan bahwa penerbitan sertifikat jaminan 

masih dalam proses. 

Butuh waktu sekitar ± 7 hari setelah dokumen lengkap 

dalam penerbitan sertifikat hak tanggungan yang akan 

diserahkan pada pihak bank selaku kreditur, maka atas dasar 

efisiensi waktu guna dijadikan jaminan kepada Bank Notaris akan 

mengeluarkan covernote yang menjadi pegangan bank sebagai 

kreditur untuk mencairkan kredit kepada debitur tersebut. 

Setelah itu, tidak perlu menunggu semua proses pembuatan akta 

dan pendaftarannya selesai untuk mencairkan kredit, tetapi 

cukup dengan jaminan covernote yang sudah dibuat oleh Notaris. 

Dalam menerbitkan covernote tersebut tentu saja ada 

konsekuensi hukumnya, misalnya dalam proses penerbitan 

sertifikat hak tanggunan terjadi masalah dan berlarut-larut dalam 

penyelesaiannya, baik kendala dalam proses pemecahan 

seritikat, balik nama, ataupun kendala lain yang terjadi dalam 

serangkaian proses penerbitan sertifikan hak tanggungan. Hal 

ini dapat membawa permasalahan dikemudian hari. 

Salah satu contoh fakta empiris mengenai masalah yang 

timbul dengan adanya covernote seperti yang diterbitkan pada 

media massa, contohnya yaitu pada bulan Juli 2017, Kejaksaan 

Negeri (Kejari) Parepare menetapkan seorang Notaris yang 
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bernama Hendrik Jaury, Asmiati Khumas mantan analisis kredit 

di sentral kredit Makassar yang juga relationship BNI Cabnag 

Parepare, Syahminal Yonnidarma selaku kepala BNI Cabang 

Parepare, Gusdi selaku staf BNI Cabang Parepare dan Aming 

Gozal selaku debitur yang juga owner PT. Griya Maricaya 

Gemilang (GMG), sebagai tersangka dalam kasus kredit 

macet BNI Cabang Parepare yang mengakibatkan kerugian 

negara mencapai hampir Rp. 35 miliar. Hendrik ditetapkan 

tersangka oleh kejaksaan karena terlibat dalam proses tidak 

diperpanjang covernote sehingga bank BNI cabang Parepare 

tidak bisa menyita asset yang menjadi jaminan kreditur bank.10 

Dalam prakteknya masih banyak lagi contoh kasus dalam 

penyalahgunaan covernote. Berdasarkan hal tersebut Penulis 

melakukan penelitian mengenai covernote Notaris/PPAT yang 

digunakan untuk pencairan kredit. Hasil penelitian tersebut 

penulis tulis dalam tesis yang berjudul “Surat Keterangan 

(Covernote) Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai 

Dasar Pencairan Kredit Bank (Kajian Dari Aspek 

Kedudukan, Pertimbangan, dan Tanggungjawab Hukum).” 

 

 

 

                                                             
10 Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Notaris Hendrik 

Jaury Jadi Tersangka Kasus Kredit Macet BNI 

Parepare, https://makassar.tribunnews.com/2017/07/18/notaris-hendrik-jaury-jadi-

tersangka-kasus-kredit-macet-bni-parepare. 

https://makassar.tribunnews.com/2017/07/18/notaris-hendrik-jaury-jadi-tersangka-kasus-kredit-macet-bni-parepare
https://makassar.tribunnews.com/2017/07/18/notaris-hendrik-jaury-jadi-tersangka-kasus-kredit-macet-bni-parepare
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B. Permasalahan 

1. Bagaimana kedudukan hukum surat keterangan (covernote) 

yang dibuat oleh notaris/PPAT dalam pencairan kredit bank? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum bank yang menjadikan surat 

keterangan (covernote) sebagai dasar pencairan kredit bank? 

3. Bagaimana tanggungjawab hukum notaris/PPAT terhadap 

surat keterangan (covernote) yang menimbulkan masalah 

hukum dan merugikan bank dan calon debitur? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu: 

1) Untuk menganalisis pengaturan keabsahan surat 

keterangan (covernote) yang dibuat oleh Notaris/PPAT 

sebagai dasar pencairan kredit Bank. 

2) Untuk menganalisis pertimbangan hukum bank yang 

menjadikan surat keterangan (covernote) sebagai dasar 

pencairan kredit bank. 

3) Untuk menjelaskan tanggungjawab hukum notaris/PPAT 

terhadap surat keterangan (covernote) yang menimbulkan 

masalah hukum dan merugikan bank dan calon debitur. 
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi, 

yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai tambahan informasi dan sumbangan 

pemikiran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

wawasan bagi aktivitas akademika di bidang hukum 

kenotariatan khususnya dalam kaitannya dengan 

kepastian hukum mengenai surat keterangan 

(covernote) dan sebagai bahan literatur belajar 

mengajar.  

2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran (sebagai 

informasi ilmiah) dalam kaitannya dengan keabsahan 

surat keterangan (covernote) notaris/PPAT yang tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat. 

 

b. Manfaat Praktis 

1) Sebagai bahan pertimbangan bagi bank untuk 

senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam 

menggunakan surat keterangan (covernote) 

notaris/PPAT sebagai dasar pencairan kredit bank. 
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2) Bagi Notaris/PPAT diharapkan menjadi bahan masukan 

dan informasi bagi Notaris/PPAT dalam membuat surat 

keterangan (covernote). 

3) Bagi masyarakat untuk menambah wawasan mengenai 

tinjauan yuridis keabsahan surat keterangan 

(covernote). 

D. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi 

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya 

bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-

dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam suatu 

penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan 

menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan Apllied 

Theory.11 Adapun teori-teori tersebut yaitu: 

1) Grand Theory 

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori 

(middle range theory dan aplied theory) yang akan digunakan 

dalam penelitian. Grand Theory dalam penelitian ini adalah 

Teori Kepastian Hukum. 

Negara Indonesia sebagaimana tersurat dalam UUD 1945 

Pasal 1 ayat (3), ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah 

negara hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem 

                                                             
11 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 

hlm. 53. 
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norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek 

“seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa 

peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-

Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum 

menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam 

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama 

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. 

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum.12 Di Indonesia kemandirian 

penerapan konsep dan pola negara hukum pada umumnya, 

disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, yakni 

menggunakan tolak ukur berupa Pancasila. Dengan 

demikian, Negara Indonesia ialah Negara Hukum (rechtstaat) 

berdasarkan Pancasila.13 Indonesia sebagai negara hukum 

(rechtsaat) diimplementasikan berdasarkan asas legalitas 

bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sebagai manifestasi dari 

hukum positif dalam rangka untuk memberikan kepastian 

hukum. 

                                                             
12 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59 
13 Ibid. 
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Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum 

merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, 

terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai 

kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat 

dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. 

Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua 

segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang 

konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang 

mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum 

dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan 

perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.14 

Kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat 

sangat dibutuhkan mengingat bahwa masing-masing manusia 

memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, 

dengan kehadiran hukum di tengah masyarakat dapat 

memberikan kepastian hukum bagi pergaulan masyarakat.  

Fungsi dari teori kepastian hukum dalam penelitian ini 

yang terkait dengan keabsahan covernote yaitu dasar 

pembuatan dari covernote memang tidak diatur di dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga covernote bukan 

merupakan tugas pokok dari seorang notaris/PPAT. Namun 

pada praktiknya notaris/PPAT dapat mengeluarkan covernote 

berdasarkan permintaan dari bank sebagai dasar 

                                                             
14 A. Madjedi Hasan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan 

Kepastian Hukum, Jakarta: Fikahati Aneska 2009 
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kepercayaan bank kepada notaris/PPAT. Tidak ada dasar 

hukum dari penerbitan covernote, tetapi dalam praktiknya 

covernote menjadi sangat penting keberadaannya, dan oleh 

karenanya covernote hanya mengikat secara moral dan 

muncul berdasarkan praktik dan kebutuhan, dan bentuk 

mengikatnya itu hanya terletak pada notaris/PPAT apabila 

notaris tidak menyangkal tandatangannya. 

2) Middle Theory 

Middle theory merupakan teori yang digunakan agar 

pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu 

grand theory.15 Dalam penelitian ini middle theory yang 

digunakan adalah Teori Tanggung Jawab Hukum. 

Pengertian tanggungjawab dalam Kamus Bahasa Besar 

Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala 

sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul 

jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan 

jawab dan menanggung akibatnya.16 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung 

jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung 

jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa 

dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa 

                                                             
15 Munir Fuady, 2003, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta 

: Kencana, hlm. 43. 
16http://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggung-

jawab_5529e68b 6ea8342572552d24, diakses pada tanggal 13 Desember 2020, Pukul 

19.16 WIB.  

http://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab_5529e68b%206ea8342572552d24
http://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab_5529e68b%206ea8342572552d24
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dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan 

yang bertentangan.17 

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan 

sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk 

pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat 

akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, 

sedangkan istilah responsibility menunjuk pada 

pertanggungjawaban politik.18 Teori tanggung jawab lebih 

menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori 

tanggungjawab dimaknai dalam arti liabilty,19 sebagai suatu 

konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang 

yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan 

tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus 

perbuatannya bertentangan dengan hukum. 

Tanggung jawab dan etika profesi sangat berkaitan erat 

dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas 

dan moral yang baik maka seorang Notaris/PPAT tidak dapat 

diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang 

baik pula. Profesi muncul sebagai hasil dari interaksi di 

                                                             
17 Hans Kelsen,, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of 

law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif 

Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta: BEE Media Indonesia, hlm. 81 
18 HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta,hlm. 337. 
19 Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi 

Mandotary, Raja Grafindo Perss: Jakarta, hlm. 54. 
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antara sesama anggota masyarakat, yang lahir, 

dikembangkan maupun diciptakan oleh masyarakat itu 

sendiri. Secara teoritis dan teknis profesi notaris harus 

memiliki etika serta tanggung jawab profesi, oleh karena itu 

seorang Notaris/PPAT harus bertanggung jawab terhadap 

akta yang telah dibuatnya, sekalipun notaris tersebut telah 

berakhir masa jabatannya. 

Fungsi teori pada penelitian ini adalah memberikan 

arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh 

karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang 

berlaku yaitu tentang: tanggung jawab Notaris/PPAT 

terhadap surat keterangan yang tidak memiliki kekuatan 

hukum tersebut menimbulkan masalah, dengan dasar teori 

tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan 

bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Notaris/PPAT. 

Tata cara terbitnya akta Notaris/PPAT sebagai akta autentik 

sangatlah menentukan besarnya tanggung jawab notaris 

tersebut begitu pula terhadap produk hukum yang dibuatnya 

seperti misalnya covernote yang merupakan surat keterangan 

yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT didalam mempermudah 

proses perjanjian kredit bank. Apabila pihak yang 

berkepentingan dapat membuktikan adanya cacat dalam 

bentuknya karena adanya kesalahan atau ketidaksesuaian 

dalam tata cara pembuatannya maka bukan saja akan 
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mengakibatkan timbulnya risiko bagi kepastian hak yang 

timbul atau yang tercatat atas dasar akta tersebut, tetapi juga 

akan menempatkan Notaris/PPAT sebagai pihak yang akan 

dimintai pertanggung jawaban. 

3) Applied Theory 

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana 

asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum 

(recht beginsel) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum 

yang mengkualifikasikan (kwalificeren) beberapa peraturan 

hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-

sama merupakan suatu lembaga hukum.20 Applied theory 

dalam penelitian ini adalah Teori Perjanjian Kredit. 

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum 

secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. 

Namun Demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian 

                                                             
20 Utrecht, dikutip dalam: Riduan Syahrani, 2008, Rangkuman Intisari Ilmu 

Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 153. 



22 
 

 
 

tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian 

pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan 

pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

Pengertian tentang perjanjian kredit belum dirumuskan 

baik dalam UU Perbankan ataupun Rancangan Undang-

Undang tentang perkreditan, oleh karena itu ada beberapa 

pendapat untuk memahami pengertian perjanjian kredit, 

Subekti menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian 

kredit itu adakan, dalam semuanya pada hakikatnya yang 

terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam 

sebagaimana diatur oleh KUHPerdata Pasal 1754 sampai 

dengan Pasal 1769.21 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Marhainis Abdul 

Hay yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah identik 

dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasi oleh 

ketentuan Bab XIII dari Buku III KUHPerdata.22 Gatot 

Supramono juga menyatakan bahwa perjanjian kredit 

merupakan perjanjian pinjam mengganti, namun juga 

merupakan perjanjian khusus, karena didalamnya terdapat 

kekhususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek 

                                                             
21 Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, 

Bandung: Alumni, 1982, hlm. 3. 
22 Marhais Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia. Pradnya Paramita, 

Bandung, 1975, hlm. 67 
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perjanjian berupa uang (secara umum diatur oleh 

KUHPerdata dan secara khusus diatur oleh UU Perbankan).23 

Jadi secara garis besar Perjanjian kredit adalah perjanjian 

yang isinya telah disusun oleh kreditur secara sepihak dalam 

bentuk baku mengenai kredit yang memuat hubungan-

hubungan hukum antara kreditur dengan debitur.24 

Prosedur dalam perkreditan berbeda di setiap bank akan 

tetapi pada umumnya dimulai dari adanya pengajuan 

permohonan kredit dari calon nasabah debitur, proses 

analisis kredit, proses pencairan kredit, sampai dengan 

proses umpan balik pelaksanaan kredit. Prosedur dan 

kebijakan kredit ini dilaksanakan sesuai dengan alur proses 

pemberian kredit dengan didukung dengan prinsip kehati-

hatian (prudential banking) dalam penyaluran kredit. 

Prosedur dan tahapan ini ditempuh oleh bank agar tidak 

menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari. 

Berkaitan dengan surat keterangan (covernote) 

Notaris/PPAT, dalam proses perjanjian kredit, pemberian hak 

tanggungan sampai terbitnya sertifikat hak tanggungan 

memerlukan waktu, sehingga untuk memberikan kepastian 

kepada bank agar bisa menyetujui mencairkan kredit 

sebelum pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

                                                             
23 Priyo Handoko, Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit, 

Centre for Society Studies, Jember, 2006, hlm .106 
24 H.Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, 

Bandung: Alumni, 2006, hlm 33 
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(APHT) selesai dan sertifikat hak tanggungan terbit, notaris 

membuat surat keterangan atau covernote. Dengan adanya 

covernote ini, maka notaris/PPAT menyanggupi untuk 

melakukan pengurusan hak atas tanah, pembuatan APHT, 

pendaftaran hak tanggungan sampai dengan terbitnya 

sertifikat hak tanggungan. Surat keterangan yang dikeluarkan 

oleh notaris/PPAT ini dijadikan pegangan bagi bank untuk 

mencairkan kredit kepada nasabah debitur. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum 

normatif yang merupakan penelitian yang mencakup asas-

asas hukum, sistematik hukum, dengan taraf penelitian yang 

telah sinkronisasi baik secara vertikal dan maupun secara 

horizontal, yaitu perundang-undangan yang sederajat yang 

mengatur bidang yang sama,25 dan perbandingan hukum26 

dalam permasalahan yang diteliti pada penulisan tesis ini. 

Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya 

dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu 

buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-

                                                             
25Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 19. 
26 Ibid, hlm 22. 
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undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori 

hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.27 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta 

mempelajari semua perundang-undangan dan regulasi yang 

berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.28 Karena yang akan 

diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus 

sekaligus tema sentral suatu penelitian dan melihat hukum 

sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat 

comprehesive yang artinya norma-norma hukum yang ada di 

dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis, 

bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu 

menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak 

akan ada kekurangan hukum dan dengan sistematik bahwa 

disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-

norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.29 

                                                             
27 Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 

2005, hlm 25. 
28 Ibid, hlm. 11. 
29Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative, Malang: 

Bayumedia Publishing, 2010, hlm. 11 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari:30 

a. Bahan Hukum Primer 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer 

adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam 

hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah 

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.31 

Bahan hukum Primer yang digunakan Penulis dalam 

penelitian ini yaitu: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris; 

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris; 

4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan; 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah; 

                                                             
30Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 

175-176 
31 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia: UI 

Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 141 
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6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. 

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

antara lain buku-buku literatur ilmu hukum perdata, karya 

ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum dan artikel, 

serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder  

adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk 

melangkah, baik dalam membuat latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka teori dan konseptual bahkan menentukan 

metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang 

akan dibuat sebagai hasil penelitian.32 

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 

hukum primer atau sekunder yang berhubungan dengan 

permasalahan berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, ensiklopedia, dan media cyber (internet).33 

                                                             
32 Ibid, hlm 47 
33 Ibid, hlm. 176 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini 

menggunakan teknik data Library Research yang berarti 

menggunakan sumber kepustakaan atau yang biasa disebut 

bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis dengan 

pedoman peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder adalah 

semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen 

yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:34 

a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau 

beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, 

dan disertasi hukum.; 

b. Kamus-kamus hukum; 

c. Jurnal-jurnal hukum. 

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah 

dengan cara analisis dalam bentuk penafsiran, dengan cara 

mempersatukan adanya hubungan atau keterkaitan antara 

bahan hukum dan pasal-pasal dalam undang-undang yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Dengan teknik pengolahan 

ini diharapkan dapat memperoleh penyelesaian mengenai 

permasalahan yang dibahas. 

                                                             
34 Ibid, hlm 54 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Setelah bahan hukum lengkap dan telah dianalisis selanjutnya 

yaitu dilakukannya penarikan kesimpulan. Penarikan 

kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu dari hal yang 

bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.35 Deduktif 

ada 3 (tiga) macam yaitu:36 

a. Silogisme, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali 

dengan ungkapan umum (premis mayor) kemudian diikuti 

oleh ungkapan khusus (premis minor) yang kemudian 

ditariklah kesimpulan dari kedua hal tersebut. 

b. Sebab-akibat, yaitu penarikan kesimpulan ini diawali 

dengan sebab yang kemudian diikuti oleh beberapa 

akibat untuk memperkuat pernyataan. 

c. Akibat-sebab, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali 

dengan akibat yang kemudian diikuti oleh sebab-sebab 

untuk mendukung suatu pernyataan. 

                                                             
35 Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. 

Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 10 
36 Ibid. 
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